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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena
atas perkenanNya para peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya
yang tersusun dalam buku bunga rampai ini. Saya menyambut baik
diterbitkannya buku dengan tema “Permasalahan dan Penegakan
Hukum di Wilayah Perbatasan” yang merupakan hasil pemikiran para
peneliti dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum pidana dan
hukum internasional.

Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul
“Permasalahan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari
Perspektif Hukum Internasional”, ditulis oleh Novianti; “Penanganan
Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Perbatasan”, ditulis oleh Puteri
Hikmawati; dan Lidya Suryani Widayati menulis tentang “Pencegahan
dan Penanganan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan”, serta
“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang
di Kawasan Perbatasan Indonesia”, ditulis oleh Noverdi Puja Saputra.

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang
disusun oleh para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
penanganan terhadap permasalahan dan penegakan hukum di wilayah
perbatasan. Selain itu, hasil pemikiran yang tertuang dalam buku ini
diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan keahlian masing-masing peneliti. Buku ini juga diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya,
serta manfaat bagi pembaca lainnya.
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Indra Pablevi

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para
peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan
mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku
yang lebih baik lagi.

Jakarta, Oktober 2019
Kepala Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI

Indra Pahlevi
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PROLOG

PROBLEMATIKA PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI WILAYAH DAN
KAWASAN PERBATASAN

Suhariyono Ar.

Berbicara mengenai problematika penegakan hukum, pada
umumnya terkait dengan sistem hukum itu sendiri, yakni struktur,
substansi, dan kultur atau budaya hukum. Jika ketiga hal tersebut
terpenuhi dan saling bersinergi maka penegakan hukum akan berjalan
lebih efektif, yang pada akhirnya membawa perubahan sosial sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang atau
peraturan perundang-undangan.

Lawrence Friedman mengatakan bahwa struktur hukum adalah
pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan
menurut ketentuan-ketentuan formalnya, misalnya bagaimana
pengadilan berjalan dengan baik. Substansi hukum adalah peraturan
perundang-undangan yang dipakai oleh penegak hukum pada waktu
melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
Sedangkan kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum
masyarakat.

Problematika penegakan hukum di wilayah dan kawasan
perbatasan lebih mudah dianalisis dengan mendasarkan pada
ketiga komponen tersebut, walaupun macam tindak pidananya lebih
kompleks karena sifatnya yang transnational organized crime. Tindak
pidana yang bersifat transnational organized crime tersebut misalnya
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tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, dan tindak
pidana penyelundupan barang.

Penggunaan istilah “wilayah” dan “kawasan” pada dasarnya
dua hal yang berbeda dilihat dari segi hukum. Kata “wilayah” dalam
UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, digunakan
untuk “wilayah negara”, “wilayah perairan”, dan “wilayah yurisdiksi”.
Sedangkan untuk perbatasan digunakan “batas wilayah negara” dan
“batas wilayah yurisdiksi”. Dalam tulisan ini, wilayah yang dimaksud
adalah “batas wilayah negara” yakni garis batas yang merupakan
pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum
internasional. Sedangkan istilah kawasan di sini adalah “kawasan
perbatasan” yakni bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi
dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam
hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di
kecamatan.

Problematika penegakan hukum pidana di batas wilayah
negara dan kawasan perbatasan mempunyai ciri khas tersendiri
dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan di luar
perbatasan. Ciri khas ini dapat dilihat dari kondisi SDM penegak
hukum, infrastruktur, dan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan.
Di samping itu, juga macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai
tindak pidana terorganisasi, yang pelakunya lebih profesional dan
sulit untuk dilakukan penindakan.

Kompleksitas permasalahan kondisi di atas dibuktikan
dengan melakukan penelitian di batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan yang hasilnya sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Lawrence Friedman di atas. Faktor yang dominan dalam
problematik tersebut adalah faktor kultur masyarakat pada kawasan
perbatasan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak
mempunyai kesadaran hukum. Namun persoalan yang timbul adalah
taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap
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hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi efektivitas hukum
adalah SDM penegak hukum. Berfungsinya hukum terkait erat dengan
mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Pada dasarnya
penegak hukum memainkan peranan penting karena peraturan yang
baik tidak akan efektif jika kualitas penegak hukum kurang baik. Oleh
karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum
adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor yang terakhir adalah faktor infrastruktur atau sarana
dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras. Belum tersedianya kendaraan dan peralatan yang
canggih akan mempengaruhi kinerja penegak hukum. Kurang adanya
sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum
akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut
antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan
yang cukup, dan fasilitas fisik lainnya.

Ketiga faktor di atas saling berkaitan satu sama lain dan apabila
salah satu faktor tidak tersedia atau lumpuh, maka faktor yang lain
tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Faktor struktur hukum
yang di dalamnya terdapat sub-sub struktur juga akan mempengaruhi
efektivitas penegakan hukum, misalnya sub-struktur kelembagaan Bea
dan Cukai atau kelembagaan BNN atau kelembagaan Polri, yang apabila
ketiga lembaga tersebut tidak bekerja sama dan hanya menonjolkan
ego sektoralnya, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.
Yang masih dalam sub-struktur adalah masalah pengawasan kepada
ketiga lembaga tersebut. Faktor geografi dan kurang tersedianya
infrastruktur menuju perbatasan dapat mempengaruhi kualitas dan
kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh pejabat tertentu yang
berwenang.
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Penegak hukum merupakan salah satu faktor struktur hukum
yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum. Penegak hukum
itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa instansi yang
di dalamnya terdapat individu-individu. Instansi tersebut adalah
penyidik/PPNS, jaksa, dan hakim. Mereka pada dasarnya sebagai
lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya
penegakan hukum. Karena letak perbatasan dekat dengan negara lain,
maka sifat transnasionalnya tampak dan mempengaruhi penegak
hukum, misalnya adanya mafia atau budaya masyarakat di kawasan
perbatasan yang hidupnya dipengaruhi oleh negara lain.

Buku ini memuat 4 (empat) tulisan yang berkaitan dengan
permasalahan dan penegakan hukum di wilayah dan kawasan
perbatasan. 3 (tiga) tulisan pertama merupakan hasil penelitian
dengan metode yuridis normatif dengan didukung hasil wawancara,
dan pendekatan kualitatif, yang diadakan di Kalimantan Barat dan
Kepulauan Riau, pada 2018. Sedangkan 1 (satu) tulisan lainnya
merupakan hasil studi literatur.

Permasalahan hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang
dikaji dalam buku ini dilihat dari perspektif hukum internasional.
Sementara tiga tulisan lainnya mengkaji penegakan hukum peredaran
gelap narkotika, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana
penyelundupan barang.

Tulisan kesatu dalam buku ini berjudul “Permasalahan
Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Hukum
Internasional”, ditulis oleh Novianti. Menurut Penulis, pengelolaan
wilayah perbatasan selama ini belum efektif. Hal ini disebabkan
antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang
pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi
BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas
pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah batas wilayah
negara. Demikian juga dalam penanganan wilayah perbatasan belum
dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali
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terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara
horizontal, sektoral, maupun vertikal. Kenyataan di lokasi penelitian,
ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau
kurang sinkron satu sama lain. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya
dalam pengelolaan wilayah perbatasan di antaranya penataan produk
hukum dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah
perbatasan dan penguatan kelembagaan pengelolaan batas wilayah
negara.

Tulisan berjudul “Penanganan Peredaran Gelap Narkotika
di Wilayah Perbatasan” merupakan hasil karya Puteri Hikmawati.
Penulis mengemukakan, bahwa wilayah perbatasan lebih sering
menjadi jalur masuk narkotika dari negara tetangga. Peredaran gelap
narkotika di wilayah perbatasan cenderung meningkat, padahal
beberapa instansi terkait bertugas di wilayah perbatasan, yaitu Badan
Narkotika Nasional, Kepolisian Daerah, serta Bea dan Cukai. Namun,
instansi yang mempunyai tugas penyelidikan dan penyidikan hanya
Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, sedangkan Bea dan Cukai
tidak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap
narkotika. Apabila ada orang yang mencurigakan sebagai pelaku
peredaran gelap narkotika di daerah perbatasan ditemukan oleh
Bea dan Cukai, akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional atau
Kepolisian, tergantung pada jumlah narkotika yang ditemukan pada
pelaku. Selama ini koordinasi antara Kepolisian, BNN dan instansi
lain, seperti Bea dan Cukai serta TNI AL berjalan cukup baik. Namun,
aparat di daerah perbatasan menghadapi masalah dalam menangani
peredaran gelap narkotika, antara lain kurangnya anggaran serta
sarana dan prasarana. Oleh karenaitu, hal ini perlu mendapat perhatian
Pemerintah dengan menambah anggaran serta memperbaiki sarana
dan prasarana, karena banyaknya “jalan tikus” yang dilalui oleh pelaku,
tanpa ada pengawasan.

Tulisan berikutnya berjudul “Pencegahan dan Penanganan
Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan”, ditulis oleh Lidya Suryani
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Widayati. Penulis berpendapat, bahwa meskipun terdapat peraturan
perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang sebagai upaya pencegahan dan penanganan
tindak pidana tersebut, namun masih banyak kasus perdagangan
orang termasuk anak yang terjadi. Selain karena kendala koordinasi
lintas sektor dalam menegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU tentang
PTPPO), UU tentang PTPPO ini juga sulit ditegakkan karena terdapat
beberapaundang-undanglainnya yang terkait yang perlu diperhatikan,
seperti UU mengenai perlindungan anak, imigrasi, KUHP, tenaga kerja,
kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, serta penempatan
tenaga kerja luar negeri. Pengetahuan aparat penegak hukum dan
koordinasi lintas sektor dalam menegakkan UU tentang PTPPO juga
mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan
orang. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang
di daerah perbatasan tidak hanya diperlukan peraturan perundang-
undangan yang efektif dan efisien namun juga koordinasi antarinstansi
terkait serta partisipasi masyarakat untuk berperan memberikan
perlindungan dan tidak memberikan stigma buruk kepada korban.
Selain itu, sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang juga diperlukan kerja sama dengan negara-negara
lain karena sifat tindak pidana perdagangan orang yang transnational
organized crime.

Tulisan terakhir dalam buku ini menyoroti “Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Wilayah
Perbatasan Indonesia”, ditulis oleh Noverdi Puja Saputra. Dalam
tulisannya, Penulis menguraikan bahwa Indonesia merupakan negara
kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis letak Indonesia dapat
dikatakan sangat strategis karena terletak di antara dua samudera
dan dua benua. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan
perbatasan yang dapat menjadi jalur keluar masuk barang ilegal.
Dari tulisan ini dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan berupa
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tindakan preventif dengan melakukan pengamatan dan patroli, serta
tindakan represif berupa penangkapan dan penyitaan barang ilegal.
Namun, hingga sampai saat ini upaya tersebut masih dirasa belum
dapat berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu, hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan fasilitas,
masyarakat, dan budaya. Sedangkan mengenai sanksi pidananya diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan.
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EPILOG

Buku “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah
Perbatasan” ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki
nilai strategis bagi kedaulatan negara terutama terhadap kondisi
pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun
nasional. Namun demikian di wilayah perbatasan masih terdapat
permasalahan hukum dari perspektif hukum internasional dan
penegakan hukum, terkait peredaran gelap narkotika, perdagangan
orang, dan penyelundupan barang.

Terkait dengan permasalahan hukum dari perspektif hukum
Internasional, Indonesia mempunyai potensi isu perbatasan hampir
di seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan negara
lain terutama terkait dengan batas antarnegara yang disepakati.
Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan selama ini belum
efektif karena belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di
bidang pengelolaan wilayah perbatasan negara di bawah koordinasi
dan supervisi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kondisi
ini mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan
terkait penyelesaian masalah wilayah perbatasan. Selain itu, meskipun
reorientasi paradigma kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan
yang semula berorientasi “inward looking” menjadi “outward looking”
sehingga dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga kebijakan
tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Permasalahan hukum di wilayah perbatasanjugaterkait dengan
belum adanya jaminan keamanan di wilayah tersebut. Sampai saat ini
masih terjadi tindak pidana di dan melalui wilayah perbatasan, seperti

149
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Epilog

peredaran gelap narkotika, perdagangan orang, dan penyelundupan
barang. Terkait dengan peredaran gelap narkotika, meskipun upaya
penegakan hukum terus dilakukan, namun belum menimbulkan efek
jera bagi para pelaku. Hal ini didasari pada banyaknya temuan barang
bukti yang diselundupkan oleh para pelaku, namun berhasil ditangkap
oleh aparat.

Wilayah perbatasan lebih sering menjadi jalur masuk narkotika
dari negara tetangga. Peredaran narkotika di wilayah perbatasan
cenderung meningkat, padahal beberapa instansi terkait bertugas di
wilayahperbatasan, yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Daerah,
serta Bea dan Cukai. Namun, yang mempunyai tugas penyelidikan
dan penyidikan hanya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional,
sedangkan Bea dan Cukai tidak dalam hal penyidikan kasus narkotika.
Meskipun koordinasi antara Kepolisian, BNN dan instansi lain, seperti
Bea dan Cukai serta TNI AL selama ini berjalan cukup baik. Namun
dalam menangani penyelundupan atau peredaran gelap narkotika
aparat di daerah perbatasan masih menghadapi permasalahan antara
lain kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu,
hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah karena banyaknya jalan
tikus yang dilalui pelaku, tanpa ada pengawasan.

Selain peredaran gelap narkotika, perdagangan orang di
wilayah perbatasan juga merupakan masalah serius yang perlu
mendapat perhatian. Meskipun terdapat peraturan perundang-
undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut, namun
masih banyak kasus perdagangan orang termasuk anak yang terjadi.
Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antarnegara
memungkinkan pula semakin meningkatnya perdagangan orang
terutama di wilayah perbatasan. Pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang masih menghadapi kendala koordinasi
lintas sektor dalam menegakan peraturan perundang-undangan
mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu,
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pengetahuan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi
upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Tindak pidana lainnya yaitu penyelundupan barang melalui
wilayah perbatasan merupakan salah satu tindak pidana yang sampai
saat ini masih sering terjadi. Dari waktu ke waktu penyelundupan
barang semakin meningkat baik dari segi nilai, volume maupun
motifnya. Hal ini terkait dengan keberadaan pasar yang muncul dan
persoalan daya beli masyarakat Indonesia. Upaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut, antara lain diperlukan pendidikan ataupun
pelatihan mengenai kerohanian dan bela negara bagi para penegak
hukum. Selain itu, perlu adanya pengawasan berjenjang yang
dilakukan pemerintah pusat terhadap para petugas penegak hukum di
wilayah perbatasan untuk mencegah perilaku curang oknum-oknum
penegak hukum. Sinergi antar lembaga penegak hukum juga harus
lebih ditingkatkan dalam hal pemberantasan penyelundupan barang
ilegal.

Perlunya sosialisasi yang lebih gencar yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat perbatasan
baik secara langsung maupun secara online akan sangat membantu
untuk mengubah mindset dan perilaku dari masyarakat di wilayah
perbatasan. Pemerintah juga harus melakukan pemerataan
pembangunan dan peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan agar
masyarakat perbatasan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.
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